
BUPATI KEBUMEN 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 
NOMOR 90 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 42 TAHUN 2010 
TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PENYANDANG 

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN 
TAHUN ANGGARAN 2010 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa dengan adanya perubahan tata cara penyaluran 
Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun 
Anggaran 2010, maka perlu mengubah Peraturan Bupati 
Kebumen Nomor 42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan 
Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan at.as Peraturan Bupati Kebumen Nomor 
42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat 
untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di 
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua at.as Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 737); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang- undangan; 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2009 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

PERATIJRAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATIJRAN 
BUPATI KEBUMEN NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG BELANJA 
BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PENYANDANG MASALAH 
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 
ANGGARAN 2010. 



Pasall 

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 
Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten 
Kebumen Tamm Anggaran 2-010 (-Berita -Oaerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2010 Nomor 42) diubah sehingga berbunyi 
sebaga, berikut : 

"Pasaf 4 

(l}Tata cara penyaforan Bantuan Sosia{ Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf g 
sebagai berikut : 

a. µeff,ohon mer,gaju~an µewnohonan Be;anja 6antuan 
Sosial Masyarakat kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala 
Dlnas Tenaga Kerja, Transm1grasl dan Sos1al Kabupaten 
Kebun'l~n~ 

h. t,em~a~ ~~a~ s-e-bo~offilnno d{n'\o-ksuJ j>m)o {\-uiuf 
a dilaksanakan evaluasi oleh llm Pelaksana Belanja 
Bantuan Sos·1a\ Masyarakat untuk Penyandang Masa\ah 
i<~j~raar. Sos;ai Kabuparen K~bumen Taimn 
Anggaran 2010 yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga 
Kerja ,Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen untuk 
menentukan besar bantuan yang akan d,oerikan kepada 
penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat; 

c. nerdasark.an nasii ~atuasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten 
Kebumen mengajukan permohonan persetujuan 
pemberian bantuan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten 
Kebumen; 

d. Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan mengajutan 
permohonan dana dilengkapi dokumen pendukung kepada 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
A-set Oaerah Kanupaten Kebumen ~aku ?en@una 
Anggaran; 

e. berdasarkan permohonan sebagaimana dima~ud pada 
huruf d, Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan pada 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
oaerah Kabupaten i<~ mengaju'kan Surat 
Perrnintaan Pembayaran; 

f. betoasarkan Surat Perrn,ntaon Pemba1aran sebalJa'imowa 
dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
i<etromen menemitian Surat i3erintafl Memb-ayar ~epada 
Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kebumen; 



g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah 
dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana; 

h. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa 
Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kebumen melaksanakan Pemindahbukuan dana ke 
rekening Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan pada 
rnnas Pendapatan1 PengeJoJaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Kebumen untuk kemudian 
disampaikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasj .dan SosiaJ Kabupaten 
Kebumen;dan 

i. berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen atas nama 
Bupati Kebumen sebagajmana djmaksud pada huruf c< 
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tenaga 
Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen 
menyaJurkan bantu;m dana kepada penerjm.a bantuan. 

(2)Tata cara penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d sebagai berikut: 

a. pemohon mengajukan permohonan Bantuan Sosial 
Masyarakat kepada Bupati Cq.Kepala Dinas Tenaga Kerja, 
Tra.n_sm;grasi dan Sos;aJ Kabupaten Kebumen seJaku 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi; 

b. apabila pemohon tidak dapat mengajukan permohonan 
secara langsung karena kondisi fisik dan/atau 
kP.SP.hat..annya, maka permohonan bantuan !lapat 
diserahkan oleh keluarganya dengan Surat Kuasa 
Bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); 

c. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, dilaksanakan evaluasi oleh Tim 
PeJaksana BeJanja Bantu.an SosiaJ Ma.sy.arakat y.anQ 
dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 
dan Sosial Kabupaten Kebumen guna menentukan layak 
tirlaknya mem~rima h.nnh 1;:m d;,m waj.nr tirl.n.k.nyn h~r 
bantuan yang akan diterima; 

d. berdasarkan hasil evaluasi Tim Pelaksana Belanja Bantuan 
Sosial Masyarakat, Bupatl Kebumen menetapkan penerima 
h~.ntn~.n; 

e. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana 
dimaksud pada huruf d, Pejabat Pelaksana Teknis 
Kl:'gi~t;J.n p~rl~ nm;,,s TPni3ga KP..rj;:1

1 
Transm;grasj d~n 

Sosial Kabupaten Kebumen mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran Kepada Kepala Dinas 



.. 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
selaku Pengguna Anggaran; 

f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana 
dimaksud dalam huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan 
Surat Perintah Membayar kepada Kuasa bendahara Umum 
Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Ka bu paten Kebumen; 

g. berdasarkan Surat Perintah membayar yang benar, sah 
dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana; 

h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa 
Bendahara Umum melaksanakan pemindahbukuan dana 
ke rekening Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan, 
pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Kebumen untuk disalurkan kepada 
penerima bantuan." 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Serita Daerah 
Kabupaten Kebumen. 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 14 0k +obe .,.. 2010 
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